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RINGKASAN

Penyelenggaraan sistem pemerintzhan Desa  melalu Undang-undang
Nomor 5 Than 1979 tentang pemerintahan Desa membawa dampak terhadap
keberadaan nagari di Minangkabau, terutama dalam sistem pemenntahanny a.
Minangkabau secara pemerintahan berbentuk self- governing community, dimana
Nagan terdin atas seperangkat hukum adat dalam sistem pemerintahan lokal yang
otonom melalui peranan tigo tungku sajarangan dan prinsip tali tico sapilin. Untuk
Mengakomodir kepentingan nagari dalam kesatuan masyarakat hukum adat,
sclama penyelenggaraan sistem pemerintahan desa tersehut di bentuk KAN
(Kerapatan Adat Nagari) melalui Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat
Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masvarakat hukum adat
dalam propinsi daerah Tingkat 1 Sumatera Barat. Dimana keberadaan KAN secara
fungsional sebagai lembaga yang menggantikan fungsi pemerintahan adat.

Diberlakukannya  undang-undang  Nomor 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah, membuka peluang bagi masyarakat Minangkabau untuk
xembali ke bentuk pemerintahan Nagari. Gerakan masyarakat untuk kembali pada
pemenintahan nagari terwujud melalui Peraturan Daersh Propinsi Sumatera Barat
somor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Dan peraturan
“aerah propinsi Sumatera Barat ini, telah menjadi payung hukum bagi pemerintah
bupaten di Sumatera Barat (kecuali kabupaten mentawai) untuk menetapkan

peraturan daerah Kabupaten tentang Pemerintahan Nagari,



BAB I

PENDAHULUAN

Belakang

Terbitnva Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
=w=izman Daerah. telah membawa dampak logis terhadap pemerinizhan
& Sumatera Barat. Alasannya  karena. Penyelenggaraan  sistem
emmeshan Desa melalui Undang — Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang
Semesciahan Desa yang diselenggarakan sclama masa orde baru  telah banyak

memesslanckan identitas Nagan sebagal self-governing communiry dalam

S=mek =<1 dan politik lokal.

Femberlakuan  Undang - Undang Nomor 3 whun 1979 entang
==miznan Desa . juga berdampak terhadap Nagan  sebagai unit pemerintahan
& Sumalera Barat, sehinpgga Pemerintahan Nagan vang selama itu
swas Serubah kedalam bentuk  Pemerintahan Desa . Pemberlakuan sistem
==tz==n Desa vang sentralistik tersebut berlangsung dalam kurun waktu 21
sskm antara tahun 1983 sampai dengan 2001, Sehingga 1lejadi pemecahan
& =3 Nagann vang menjadi 3133 Desa  dan 406 kelurahan dalam
“emennizhan Desa  dan kelurahan'.  Pemecahan wilayah Nagari
semtuk Pemerintahan Desa dan kelurahan ini dilakukan melalui Surat
| seeas Cohernur Sumatera Barat nomor 162/GSB/1983 tanggal 1 Agustus
f Sefsmekan wilayah Nagan vang dijadikan wilayah Pemerintahan Desa

curssen tersebut dirujuk pada jorong/korong . Jorong atau Korong  secara

Camecdin H. fmplemniasi pemerintahan Nagari Berdasarkeoy Hek asal sl
ceoson Yogyvakarta 2008 Ombak, b3



cowilavahan merupakan bagian dari Nagari sebagai schbagal unsur wilavah
seoclum diberlakukan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979,

Usaha yang dilakukan oleh  pemerintah Sumatera Barat agar tidak
=emchilangkan keberadaan Nagari di Minangkabau, adalah melaui Peraturan
~werzh Pemerintah provinsi Sumatcra Barat Nomor 13 tahun 1983 tentang
“io=n sebagal kesatuan masyarakat hukum adat datam provinsi daerah tingkat
* Scmmatera Barat. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
-~ =oun 1983 inimerupakan landasan hukum pembentukan  Kerapatan Adat
Soom vang mewakili kepentingan kepentingan Nagari  dalam urusan adat dan
S=twm=saan anak Nagari

Perubahan sistem pemerintahan Nagan ke sistem Pemerintahan Desa
ot juza berdampak ke dalam pola kepermimpinan di unekat suku masyarakat
“Cmsmosshau yang selama ini diakomodasi dalam sistem pemerintahan adat.
~ = ceran pemangku adat sebagai pemimpin tradisional dan bentuk hubungan
Sewsssooian vang semasa it sangat kuat menjadi semakin bergeser. Pola
Sememempin Wali Nagan yang sejalan dengan  kepemimpinan adat  mulai
“owmazn oleh kepemimpinan kepala Desa vang lebih bercorak kepada pola
Semmemoinan kepala Desa  di pulau jawa. Perbeduan kepemimpinan Wali Nagari
e wepala Desa adalah kepemimpinan Wali Nagari  bersifat  kolektif
emean ceranan figo ungku sajarangan vakni Niniak mamak. alim ulamo dan
el sendai dan menjalakan Tungsi tali tigo sapilin vakni Agama. adat dan
wmime Scdangkan kepemimpinan kepala Desa di Sumatera Barat  tidak
memeae s Con kurang legitimed dari masyarakat adat Minangkabau, terutama bagi

= &ist i Sumatera Barat,




BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya Nagar merupakan sebuah mikrokosmik Negara vang
secara karakteristik  memiliki kehidupan yang spesifik dalam masyarakat hukum
adat . Kenyataan ini tidak dapat dipungkin begitu saja, karena didalam tatanan
lembaga adatnya terdapat bentuk sistim pemerintahan vang telah lama ada jauh
sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diprolakmasikan, Dalam sebuah
Nagari terdapat kearifan local yang dihormati masyarakatnya baik dalam bentuk

adat. adat vang diadatkan. adat sabana adat maupun adat 1stiadat.

Perkembangan zaman dan kepentingan rezim yang berkuasa Nagan
scbagai kearifan lokal selalu di intervenst untuk kepentingan pemerintahan vang
berkuasa.  Padahal  konsep  Nagari  vang  berasal dann  pemikiran
Dt Ketemunggungan dengan kelarasan koto piliangnya dan Dt. Perpatih Nan
Sabatang dalam kelarasan Bodi Chaniago selalu terus berkembang tanpa harus
menghilangkan identitas adat istiadat Minangkabau. Kehidupan masyarakat
Nagari di Minangkabau tidak dapat dipisahkan dengan keberadan pemerintahan
adat vang dahulunva dijalankan oleh para pemangku adat sebagai elit Nagan.
Walaupun juga terjadi  perubahan demi perubahan dalam  sistim pemerintahan
Nagari selama ini, peran dan fungsi adat yang dilaksanakan oleh Ninick mamak

tidak bisa diabaikan begitu saja.

Nagari dapat dipahami dengan kerangka pemerintahan sendiri yang

berbasis (self —governing community) artinva Nagari mempunyai  otonomi
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(kemandirian) dalam membangun oreanisasi kekuasaan dan pemerintahan sendiri.
keleluasaan mengambil keputusan lokal, mengelola pemerintahan schari hari
sceara mandiri. mengelola sumber lokal sendiri. mengelola sumberdaya lokal
sendini. mengelola interaksi sosial serta mempunyai pola pengelolaan konflik dan

sistem peradilan lokal.

Nagari merupakan  formasi besar besar Negara bangsa Indonesia yang
perlu memaknal Nagari dalam konsep subsidiarity terhadap nagari. Subsidiarity
bukan sckedar berbicara tentang pembagian kewenangan ke unit pemerintahan
vang lebih rendah. Melainkan berbicara tentang pengambilan keputusan dan
penggunaan kewenangan secara mandini oleh unit pemerintah atau komunitas

vang paling rendah.

Akibainya penyelenggaraan  sistim  pemerintahan  Nagari  model
sekarang ini belum dapat dianggap sebagai sistim pemerintahan Nagari seperti

dulu, karena ;

I. Kebijakan untuk kembali ke dalam sistim pemerintahan Nagari yang
dituangkan melalui perda propinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000
hanya scbatas mengembalikan status wilayah Nagari vang telah terpecah
pecah menjadi beberapa desa atau kelurahan pade saat diberlakukannva
Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa sampai
dengan terbitnya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah,

2, Akibatnya. penyelenggaraan  sistim pemerintahan Nagari yang telah

dibentuk  oleh  pemerintah  propinsi  Sumatera Barat belum  dapat
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